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EVOLUSI : NG8 Via OWOP ke LSM 
Konferensi Stockolm 1972 secara eksplisit 

mengdentifikai mggung jawab pernefintah d d a  
Lapaya perlindungm dan pengelolaan lingkungan 
(Patterson &Theobald, 1999: 157). Kendati 
demikim banyak pihak berpendapat bahwa secara 
lmplisit Konferensi i i  mlnepakan awd pelibatan 
pihak non-gemeintah, utmanya setelah disadari 
bahwa pemerintah tidak munggn secara efektif 
melakukan seluruh upaya pedindungan dan 
pengelof am tersebut @hat ~ s a l n y a  Khosla, 1997; 
Parker dm Selman, 1999; Filho, 1999). 

Pada akhir dasawarsa 1970m itu pula tuznbuh 
pesat wacana perenemaan gembangunan ekonorni 
maupm pengefolam dm pernanfaatan sumberdaya 
dam. Ini ymgkemdianmel 
perencanam yang meneq  
ujung (formal) dan masyarkat di u,lung ymg lain 
(perenemaan informal atau ketiadaan perencan+. 
Eembaga Swadaya Masyarakat (LSW hadir dm 

progresifmedemb dikotomi ini, sehingga 
terbenhtklah segitiga Peme~ntah - Masy aakat - 
LSM (Iihat misdnya Ha an, 1992). Tidak jelas 
apsrkah "segitiga" serupa secara khusus dijumpai 
pula pada pengelofam wilayd pesisir. 

Sej ak 1978 saat Abentuknya Kantor Menteri 
Negaa Pengawasm PeMlbangunm dm Eingkungan 
Hidup (PPEW), Menteri PPLH mendorong 
peranserta berbagai kalangm di luar pemenntah 
dalm upaya penyadam dan pengelolam lingkungm 
hidup. Kelompok utarna yang didekati termasuk: 
pengusaha, ulama, rnahasiswa dm pencinta dam 
serta kelompok rninat atau hobi yang berkaitan 
dengan sahva dan fauna. Sebagian kelompok ini 
secara infohal dirangkul oleh Menteri PPLII dalarn 
Kelompok 10 yang temtama aktif dalarn kegiatan 
penyadarm. 

Sejumlah organisasi pencinta darn kemudian 
pada bulan Oktober 1980 membentuk Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia ( W a r n )  yang 
independen dari pemerintah kendati awalnya 
memperoleh banturn dana tidak rnengaat da i  
pemerintah. Para anggotawalhi disyaatkm b 
rnenrpakan org&sasi pemerinztah. WdK dengm 
derniEan rnempakm j ejaring p 
non-perneintah (Omop) yang bergerak di bidmg 
lingkungm hidup di Indonesia. Wdhi ketika itu 
d&l.larapkan me4 a& rnitra dalm perencmaan dm 
pewlolaan lingkungm tennasuk mmjadi pemamk 
pendekatan dtematif pada bidang-bidang yang tidak 
dapat secara efehf ditangani oleh pemer in~ .  

Arti penting keberadam Omop ini lebih lmjut 
ditegaskm dalm Undmg-undmg No. 411 982 
tentmg Pokok-pokok Pengelolam Linghngm 
Hidup. Undang-undang ini secara f 

akan istilahbrnbaga SwadayaMasy 
( L S ~ m t u k m e n d e f i ~ s h " o r ~ m i  yang-bd 
secara swadaya, atas kehendak dan keinginan 
sendiri, di tengah masyar&at, dan beminat se- 
bergerak dalm bidang lin*garr hjidup" (pasal 1 
: 12, W 411982). Dalm pengertian o r g ~ s a s i  
terrnasuk pula kelornpok swaday a masyakat 
(Penjelasan Urnurn, eXJ 411982) . Undang ini 
menempakan pernerintah sebagai pemegmg kenM 
utarna, sedangkan LSM berperan sebagai 
"pmjang b e  pagelolam hn-ganhidup" @ab 
V : Kelembagaan, pasal 19, UU 411982). LSM 
sematidak langsung &beri peran sebagai peran&a 
mtara pemer in~  sebagai pengelola dan rnasyarakat 
ymg secara implisit memperoleh posisi obyek 
keg atan. 

Untuk keperlum makalah ini, istilah Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) digunakan sebagai 
padanan istilah Non Government Organization 
@GO) atau Private Voluntary Organization PVO), 
dan mencakup pula Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM). 
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Mirnikri dam Adaptasi 
Secara bertahap alam melakukan seleksi 

sehingga hanya komponen yang unggul yaitu y ang 
mmpu beradaptasi pada lingkungm tertenhr yang 
bakal bertahan hidup ~ d l a c e ,  1962; Darwin, 
1964). Proses ini &awali dengan keragman dm 
ciri yang merata serta akan bemjung pada 
spesialisasi. Sosok LSM lingkungan di Indonesia 
mengalmi pula proses sempa. 

Pada awalnya LSM cendemg menangani 
segala kegatan y mg mereka hadapi di lokasi binaan 
atau lokasi kedanya. Secara bertahap ESM &an 
cendemng rnemilih aspek tertentu untuk mereka 
geluti swam inknsif. Sebgkrnana kompom hayati 
dalam ekosistenn, LSM mulai dengm diversifikasi 
kegiatan sebagai tanggapan atas kelimpahan tetapi 
kemudian akan te rg i~ng  secara alami untuk 
me1 spsialismi. 

Tipologi LSM dapat didasarkan pada berbag~ 
hd  seperti (1) lokasi (misal Pulau Barang Ge& Vs 
Depapre, (2) cakuprn geogafis milayah kerja (mid 
nasional Vs Provinsi Sdavvesi Utara Vs Kabupaten 
mnahasa Vs Kecmatm Tenga Vs Desa Blonko), 
(3) sektor gwapan (misal perthan dataran tinggi 
Vs budidaya rumput laut atau ikan kerapu), (4) 
keterlibatan dalam perurnusan kebijakan 
(pendampingan tanpa sasaran kebij akan Vs 
perumsm dan pernbahasan kebuakata), (5) alimsi 
ke organisasi induk (lokal Vs nasional Vs 
intemionstl). 

Tetapi se~arautnusn LSM - M m t  dan perhatian yang khas 
isu) pada konteks w r h  tertenb, (2) Pengetahurn 
lokal pada satu atau banyak aspek yang berkaitm 

P 

dengm pengelolaary (3) Weyihakan (nihil s q a i  
ke sumber-surnber (infomasi, 

dana) ekstenral. Cirt: mi dapat berfimgsi sebagai 
mbang dalam menentukan peran LSM datm 
pengeldm sumberdaya. 

D d m  kaitan pengelolaan keanekaragatnm 
hayati dan sumberdaya alam, kegiatan LSM 
kelihatan mencakup spektrum yang amat luas. 
S p e h m  keg atan itu melipu~: (I) penyadam, (2) 
pendampingan dan pengedmgan konstituensi 
(pengorganisasian masyarakat), (3) penggalangan 
peranserta para pihak dan integrasi kepentingan 
secara horizontal (isu, g e o g r ~ s )  maupun vertikd 
(antar jenjmg kewenmgan mulai da i  lokal desa 

sampai nasionat), (4) penpatan kapasitas, (5) 
advokasi kebij akan, dan (6) memperluas d q a k  
program (lihat juga Aliadi dkk, 2000). 

Sebagian (besar) LSM melakukan meka 
kegiatan tersebut secara tumpang tindih. h i  
tampaknya berakar pada kenyataan bahwa 
kebany &an LSM dibentuk agar mampu bereaksi 

stik pada keseqatan dm mtangan 
yang ada. LSM bemsaha rnenangani segala rnacarn 
pekedaw b&m kadangkda yangtid& di 
sekalipm oleh kapasitas internal. 

Kendati se&kit, ada pula ESM yang secara 
sadw mela&ukm spesi&sasi dan sejak semula 
dibeneuntukrnenmgani hal khums. ContohLSM 
semacm ini addah Indonesian Cenfvefor EM- 
ronnzental Law (TGEL) yang bergerak d a l m  

Iingkungm dm hjian kebij akan. hatohlain 
Uayasm Temrnbu Karang Indonesia 

(Term@) yang bergerak da lm penyadaran serta 
kdim kebijakan berkaitan dengan 
Spesidisasi dapat juga tedadi j 

an diversifrkasi dm kegiatan (-kegatan) 
itu tumbuh peat sehingga 1 

dill: medad lernbaga mandiA. Contoh 
sema &&Forest Watch Idonesia (Fm 

jej&ng ymg men&mpm org~sasj. dengan nninat 
satna pada aspek tertentu pengelolaan sumberdaya 
dan keanekaragaman hayati. Orgmisasi atau 
kdompok anggota dengan demiGm dapat lebh 
leluasszmenger~lbangkanke$am dm aspek tern& 
kemampuannya dengan mern 
bdaringan. Contoh j ~ n g m  sem 
J~ngi im Pesisir dm Laut (Jaring Pela), J 

Pemetaan Pdsipatif 
Kehutanan Masyarakat (F 
Masyar&at Adat Nusmtara 

D a t a  k&tm iri menarik diamat. b&wa 
bmy& organismi (umumya ymg berbasis l oh i )  
& saat yang bersmam men. adi anggota beberapa 
j ~ n g a n .  Ini dapat merupakan cefinan urgensi 
aneka masalah yang digeluti, tetapi juga 
menceminkan sifat oportunlstik LSM yang kerap 
dituntut oleh keadaan atau konstifuennya untuk 
m e n m g ~  aneka bidmg secwa simdtan. 
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Praktek Pengelslaan Pesisir Secasa Terpadu 
Kelestarian keanekaragaman hayati dan 

sumberdaya dam merupakm persinggungan mtara 
tiga domain: ekonomi, sosial dan linghngan 
(McLaren, 1998). Ketiga domain ini hams dibina 
dm dikembmgkan secara saling mengisi, secara 
terpadu. Pengelolaan pesisir secara terpadu adalah 
pendekatan pengelolm sumberdaya dam dm jasa- 
jasa lingkungm yang terdapat di kawasan pesisir 
untuk mencapai pembmgunan secara berkelmjutan 
melalui keterpaduan sektoral, lintas bidang i l m  
maupun ekologis @ahui dkk, 2001 : 5,121. 

Tindakan pengelolaan sendiri meliputi: 
pe~laian menyelumh kawasan pesisir, penetapan 
tujuan dan sasaran pemanfaatan, perencanan 
ke@atan pemmfaatm dan pengelolaan kegiatm 
pemanfaatan (Dahuri dkk, 2001: 5). Olsen & 
Wale (1 9973) mengusulkan suatu kerangka yang 
lebih kompresensif yang melipu~ ((1 identifikasi 
isu, (2) penyiapan dm perenemaan program, (3) 
adopsi formal dan pendmaan, (4) implementasi 
dan (5) evaluasi. Berpijak pada pengalaman 50 
tahun konservasi keanekaragarnm hayati melalui 
perlindungan habitat daratan d m  perairan, The 
Nature Conservancy merumuskan kerangka 
sempa yang dikenal dengan nama Conservation 
by Design OJpaya Konseavasl Secara Terancang 
- em). 

Kerangka C:BD ini terdiri dari empat t&apan 
y aitu: (1) penetapan prioritas konservasi, (2) 
pengembangan strate@, (3) implemermtasi, dm (4) 
pengukuran hasil (The Nature Conservancy, 
200 1). CBD rnemasukkan tahapan adopsl for- 
mal dan pendanaan sebagai bagian dari 
pengembangan strategi. Tetapi ciri penting 
kermgka Olsen & Male serta CBD adalah bahwa 
tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara 
mendaur. Hasil pernantauan dan pengukuran 
kernajum peke j aan kernudian menj adi masukm 
unterk perbaikan daur prakarsa berikutnya. 
Evduasi atau pengukuran hasil mempakan kunci; 
pembelaj aran mernungEnkan perbaikan kinerj a 
dan perluasan darnpak prakarsa. 

Untuk setiap tahapm dalam CBD itu, The 
Nature Gonserirancy kerndim mengembmgkm 
perangkat implementasi (tools). Salah satuny a 
add& Site Comewation Plan berencanaan tap& 
konservasi -SCP) yang secara sistematik dapat 
diaplikasikm d a i  j enjang mikro pada skda desa 

atau habitat tunggal sampai skala bentang dam 
berupa j aringm (portfolio) kawasan konservasi 
konvensional. 

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu 
berfungsi untuk: perencanaan kawasan, 
pengembang an dan p embangunan ekonomi, 
pedindurrgm dan pemanfaatan surnberdaya, resolusi 
konflik, perlindungm keselanzatm m u m ,  dan 
penatam pemilikm sumberday a (Gicin-Sain & 
Knecht, 1998). Tetapi ddm implementasireya, 
Dah~ dm Dutton (2000) mengjdenti 
masalah seperti: (1) kurangnya pengetahuan 
mengenai pesisir dm lmtan, (2) rendahnya peilaim 
(valuation) pada surnberdaya pesisir dm lautan, (3) 
kurangnya pernberdaym rnasy 
smberday a pesisk d m  lautan, (4) kedd&jelasm 
wewenmg pengeldam, (5) rendahnya kapasitas 
kelernbagam, dan (6) hrangnya keteqaduan mtar 
prakarsa. 

Peran Strategis L S M  
d a n  Kendala Pelaksanaan 

IdentifIkasi DahrUr & Dutton tersebut tamp& 
pardel dengan kegiatan yang secara utnw digeluti 
LSM mdai dai  upaya penyadaran sampk perluasan 
dampak suatu prakarsa. Hakikahya perm LSM 
tampaknya adalah peningkatm peranserta para 
pemangku kepentingan dalam p erencanaan, 
implementasi serta evaluasi prakarsa (lihat Anon. 
2001, juga Meltzer, 1998). LSM dapat mem&nkan 
peran l&ci dalam pengorganismian sosid dengan 
bertindak sebagai fasilitator, katdisator, pelopor 
kepemimpinan dan pemasok kepemimpinan 
peralihan. 

Dalam kaitan ini, LSM dihadapkm pada 
tantangan yang cukup luas karena peransebta 
memilib beberapajenjang mla i  da i  nihl ST& 
keleluasm untuk memegang kenddi penuh @hat 
misalnya model Arstein yang &am Davou&, 1999). 
Dutton (200 I) menggunakm ilustrasi kontrol vol- 
ume pa& permgkat ms ik  stereo. Pada sisi "lefnbuo' 
suara mwyarakat nyaris tidak terdengar dan nyaris 
tidak berperan dalam pengarnbilm keputusan, 
sedang pada sisi "nyanng" keputusm sepenrxhnya 
ada pada kelompok pemangku kepentingan. 

Dalam menggalang peranserta, LSM 
setidaknya dihadapkan pada dua kendda: (1) isu 
keberpihakm (phsanship) temasuk diteritna 
tidaknya intervensi LSM oleh kons~ben,  dan (2) 
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Kcndali oleh Masyiwakat (Citizen Control) Kewenmgm pada pe111;uxgku 1 
I Keutenimn@n yang didelegasikm sebagian arau penuh kepentingan 

I I 
St~lnbcr : Davoudi. 1999 

kapasitas tekniis dm kelembagaan mtuk me1 
penggdmgm seem e f e ~ f .  

Setiap LSM hanrisecara krifis,menentukan 
ap&& kebeqihslkanmya b d s a n s ~ p )  rnenduhng 
kinerj a organi sasi dan efektivitas kegiatan. 
Keberpihakan mempakan pisau bemah  dua. Di 
saw sisi, kebe~ihaBtm merupakan hnc i  diterima 
tjidhya LSM oleh konstituen, tetapi di pihak lain 
keberpiha&an m e n e m p a h  LSM pada satu sisi 
kepentingm dm men&lmgkan kemmpumuna  
berdiri netral. Artinya keberpihakan dapat 
menghilmgkm kernampurn LSM unwk menjadi 
j embat an (conduit) genglaubung dii kotomi 
perencanaan infomal (masymakat) ke kancalh 
perencanam f m a l  bemehintah). Keberpihakan 
umumnya menonj ol dalm ke@ahn LSM advohi. 
Walaupwn, dapat juga terj adi bahwa keberpihakm 
pada isu (dm bukm pada kelompok konstituen 
kertenb misdnya) kemudian rnenjadi bumemg 
ketjika kelompok konstituen merasa bahwa LSM 
sekedar "mengghmakm" mereka sebagai contoh 
kasus atau w&ana pergerakan dan bukan sebagai 
hjum akhir upaya advokasi tersebut. 

Keberpihakan juga merupakan isu pekajika 
L SM di hadapkan (atau berhadapan) dengan 
penpsaha swasta d d m  peAkGara sutnberdaya 
alam. Kebepi hakm secara membabi buta, kerap 
melemahkan poslsi rebut-&war LSM dan bahkm 
dapat memsak kredibilitas. Dibuhrhk at 
dm tolok ukur ymg obyeMf mtuk men a- 
tus sumberdaya, d m  mengembmgkan pilihan 

eh bmy ak pihak (multiple m- 
masyarakat darn penes&&. 

The Nature Conservancy menggunsnkm 
perangkat SCP untuk secara obyektif 
menggambarkan prioritas konservasi dan 
mengemban& pilihm-pilihm kebQakan . Priorifas 
dan pilihan ini memperhatikan keragaman 
sunberdaya byati tanpa rnemi.n&girkan kepenhgm 
masyarakat mtuk hidup berdampingan dengm 

berdaya hayati di lingkungan mereka. 
BSP-Kernda dm para ~trarnya men 

pernetam pdsipaGf sebagai wahana d m  juga 
perangkat yang secara efeMf rnelandasi advokasi. 
Perangkat ini memngEnkm LSM menmju 

misalnya Grana, 2000 d m  
a kendda keberpihakan dapat 

dliatasi jika LSM dapat menu 
o b y e ~ f  ymg d ipak~  mtuk m 
pemdaatan smberdaya secaa optimm. 

Kapasitas teknis dan kelernbagaan memgakm 
kendda ymg & a l ~  LSM secara Iuas. hi ternma 
menonj ol dl: saat LSM tumbuh menj amur sebagai 

k pada pembahan tatanan gov- 
a hayati di Indonesia saat ini. 

Rmdahny a kapasitas teknis menyebabkan LSM 
hmya mmpu  rnengetengahkm retoika, atau isll 
secara deskriptif dm bukm presktiptif. Pengaanbil 
kebijakm dihadapkm pada daft.= masdah tanpa 
gagasan atau usulm pernecahan d m  jalan ke 
Kegatan pengelolaan tidak diperkaya oleh mas 
d& daur kegiatan sebelurnnya. Sebngga lama 
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kelamaan LSM dapat kehilangan kredibilitas sebagai 
penggagas dan fasilitator peranserta pemangku 
kepentingan d d m  pengelolaan. 

Kapasitas kelembagaan mempakan sisi lain 
dari keping kapasitas yang sama, Tidak mungkin 
meningkatkan kemampuan teknis dengan 
mengabaikan pengembangan kapasitas 
kelernbagaan. Juga, upaya peningkam kemarnpuan 
teknis semata tidak akan meninggalkan damp* 
j angka panj mg jika kapasitas kelembagm tems 
menems diabaikm. 

Pilihan untuk meningkatkan kapasitas t e b s  
atau kelernbagam adalah pilihan yang sulit tetapi 
harus dibuat. LSM harus menentukm prioritas, dm 
secara bertahap rnenggeraMtan organisasi serta 
stafnya ke jenjang kapasitas yang lebih tinggi. fni 
tidak pula berarti bahwa upaya penggalangan 
konsdtuen hams ditunda sampi kapasitas LSM 
mencapai jenjmg tertentu. Upaya penggalmgm 
tetap dapat dikerjakm, tetapi harus dipadmkan 
dengan kapasitas y ang ada. Selanjutnya, 
kese4angm kapasitas yang diidentifikasi pada daw 
kegiatan yang pertma harus me4 adi masukan bagi 
penetapan pri oritas peningkatan kapasitas ddam 
dam kegiatan berikutnya. 

Pengalaman The Nature Conservancy 
menunjukkan bahwa kesenj angan kapasitas dapat 
dijembatani sementara lewat bantuan dan 
pendampingan teknis. Tetapi LSM sendiri harus 
menentukan arah pengembangan kapasitas yang 
padan dengan kebutuhannyauntuk berperan secm 
efektif dalam pengelolam swberdaya hayati. 

Catahn Akhir 
"Dalam kurun waktu lebih dari satu 

dasarwarsa sejak diundungkannya Undang- 
undang AJu. 4/1982, kesadarm lingkungm hi+ 
masyarakat telah nzeningkat dengan pesat, yang 
ditandai antara Iain oleh makin banyahya 
r a g m  organisasi masyarakat yang bergerak di 
bidang lingkungan hidup selain lembaga 
wadaya masyarakat. Erlihatpzsla peningkzrtan 
kepeloporan masyarakat dalam pelestarian 
fingsi lingkungm h i h p  sehingga masyaraht 
tidak sekecdar berperanserta, tetapijuga mampu 
berperm secma nyata" (Pe flj elasan Umum, UU 
2311 997). 

Pernyataan ini secara tidak langsung 
meneeminkan evolusi ymg terj a& pada LSM dm 

perannya dalam pengelolaan linghngan secara 
umum. Limabelas tahun sejak UU 4/1982 
didangkm, para pernbuat kebij &an tidak melihat 
lagi perlunya secara eksplisit mencanturnkm LSM 
dan perannya dalam pengelolaan lingkungan. 
Penggalangan, pendampingan dan penyadaran 
secara implisit dianggap telah. menjadi bagim almi 
organisasi masy arakat. Kebutuhan untuk 
merangsang fungsi tersebut dengm mendorong 
kehadiran dm pernbentukan LSM tampaknya sud& 
tidak mendesak lagi. Fungsi-hgsi yang semda 
dianggap hanya dapat dilahkan oleh LSM, 
dipmdang telah dapat dilakukm oleh o r g ~ s a s i  
masyakat "selin LShl". Tetapi itu tidak otomatis 
rnenihilkm perm strategis LSM. Sebdihya perm 
LSM secara tidak langsung telah diakui sebagai 
penggdmg peranserta pernmgku kepentingm dm 
penghubung antarse h t u b  perencanam f o m d  
p e m e s n ~  dan pralaek pengelolm S o m d  pada 
j enj mg aka rumput di masy &at. 

Munculnya "LSM plat merah" dalam 
dasawarsa terakhk menyebabkan kabmya gais 
peran antara pemefintah dan LSM, karena sebagian 
LSM menj adi sekedstr perpmj mgan tangan lembaga 
pemerintah dengan baju yang berbeda. Ini 
selmjutnya mendorong penggunam kernb& is&& 
"Ornop" untuk secara tegas membedakm dom& 
kepentingan yang ditangani. LSM tetap 
menginginkan peran alternatif agar menjadi 
pengimbmg p&erintah d d m  kebijaksanaan 
pengelolaan sumberdaya dm lingkungan. 

Pengelolaan pesisir terpadu diharapkan 
menjadi solusi dalam perencanaan kawasan, 
pengembangan dan pembangunan ekonomi, 
perlindungan dm pemanfaaw suanberdaya, resolusi 
konnik, pedindungan keselmatan umurn, dan 
penatam pernllikan surnberday a (Cicin-Sin & 
Knecht, 1 998). Jelaslsnh adany a mang gerak y ang 
luas terbuka bagi LSM. Tetapl kelihatannya peran 
kunci yang dapat dimainkan LSM addah pada 
penggdangan p e m s e a  pemm& kepen~ngm. hi 
dapat dilakukan LSM meldui, berbagG kegiatan 
mla i  penyadstrm smpai peneatan kapasitas dm 
advokasi kebijakan. 

Sg auh ini upaya LSM mtuk menjadi jembatan 
atau pendorong pemserta pemangku kepentingan 
d d m  pengambilm kebijakan formal tampaknya 
belum memperlihatkan hasil secara luas. Tatanan 
governance sumberdaya dam (dm lebih-lebih 
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smberdaya pesisir dm laut) masihmenjalani proses 
pendewasam. Kutub perencanaan formal belum 
dapat secara efektif dicapai oleh kegiatan 
perencanaan informal yang mengakar dan 
berkembang di masyarakat. Pekerjaan di jenjang 
aka rumput b e h  banyak yang berhasil dilekatkan 
dan &buat menjadi bagian sistem formal. Wasil 
pemetm partisipa~f ymg dikeiakm masyarakat, 
misdnya, belum banyak yarrg kemudim menjadi 
masukm bagi perenemaan tata ruang dm milayah 
yang mendasari kebijakan dan pengambilan 
keputusm. 

Apaksah LSM dapat secara efehf mern~nkm 
perm tersebut, terpulang kembali pada LSM. 
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